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ABSTRAK 

Robet Tanjung, 1201820/2012 “Peran Kerapatan Adat Nagari dalam 

Penyelesaian Konflik Sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan 

Baso. Skripsi. Program Study Pendidikan Sosiologi Antropologi, 

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 

2016. 

 KAN merupakan lembaga tertua yang ada di dalam nagari, KAN 

merupakan lembaga tempat berkumpulnya niniak mamak yang anggotanya terdiri 

dari urang nan ampek jinih( penghulu, malin, manti, dubalang). KAN merupakan 

lembaga peradilan tertinggi di dalam nagari yang berguna sebagai sebuah “katup 

penyelamat” apabila terjadi sengketa baik mengenai sako maupun pusako.  Katup 

penyelamat merupakan sebuah mekanisme yang berperan untuk meredam agar 

sebuah konflik tidak semakin tajam. Berperan sebagai katup penyelamat, KAN 

mempunyai kekuatan hukum dalam menentukan keputusan dari sengketa yang 

terjadi. Berdasarkan rumusan di atas penelitian ini bertujuan melihat bagaimana 

peran KAN dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan 

Baso. 

 Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori 

konflik oleh Lewis A Coser, di mana menurut Coser konflik di akibatkan oleh 

tuntutan yang sifatnya terbatas, untuk mengurangi nilai negatif konflik diperlukan 

adanya “katup penyelamat”. Selain itu peneliti juga menggunakan tiga (3) strategi 

penyelesaian konflik oleh Alo Liliweri yaitu: Akomodasi, Kompromi dan 

Kolaborasi. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi 

kasus. Pemilihan informan secara purposive sampling sebanyak 8 orang pengurus 

inti KAN, 16 orang Niniak Mamak dan 12 masyarakat Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk 

pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data berupa metode, sumber 

dan waktu penelitian. data dianalisis memakai interactive model yang 

dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (reduction, display dan 

conclusion/verification). 

 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa resolusi konflik sako oleh 

lembaga KAN ada empat (4) tahap, yaitu: (1) duduak jo urang sakaum, (2) 

duduak niniak mamak sanagari, (3) duduak basamo, (4) pemberian sanksi. Sanksi 

ini diberikan apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai atau tidak bisa 

menerima keputusan yang diberikan oleh Lembaga KAN. 

Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik Sako, KAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nagari merupakan sebuah organisasi pemerintahan terendah lansung di 

bawah kecamatan. Nagari sendiri dipimpin oleh seorang wali nagari yang dipilih 

oleh lansung oleh anak nagari. Sebuah nagari memiliki lembaga-lembaga sosial 

yang berguna membantu nagari di dalam menjalakan tugasnya.
1

 Salah satu 

lembaga sosial yang ada di dalam nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). 

KAN secara umum diartikan sebagai sebuah lembaga kerapatan niniak mamak 

yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, dengan kata lain 

KAN merupak lembaga tertua yang ada di nagari “sajak rantiang dipatah, sumua 

digali, nagari batunggui”, oleh sebab itu KAN tidak bisa disamakan dengan 

organisasi lainnya seperti ormas. Sama halnya dengan lembaga-lembaga lainnya, 

KAN juga memilki seperangkat ketentuan, aturan dan norma yang sudah sangat 

mendalam, sehingga keberadaannya disepakati dengan penuh tanggng jawab oleh 

seluruh masyarakat yang ada di dalam nagari.
2
 

Anggota KAN terdiri dari datuak-datuak atau penghulu-penghulu yang ada 

di nagari, selain dari datuak atau penghulu KAN juga beranggotakan unsur-unsur 

masyarakat yang dikenal dengan tali tigo sapilin, yaitu manti, malin dan 

dubalang. Untuk menjadi anggota atau pengurus KAN tidak semua penghulu atau 

orang tali tigo sapilin bisa, karena pengurus anggota KAN merupakan pilihan dan 

hasil kesepakatan dari orang nan ampek jinih (penghulu, manti, malin dan 

                                                             
1
 Arifin, Bustanul dkk. 2012. Manajemen Suku. jakarta .solok saiyo sakato. 

2
 http://Renofernandes.blogspot.co.id/2009/02/fungsi-kerapatan-adat-nagari-kan-di_17.html 
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dubalang). Orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota KAN terutama untuk 

menjadi ketua KAN adalah orang yang cerdas, jujur dan dapat berlaku adil, ini 

dilihat dari bagaimana ia mengelola dan mengatur anak kemenakan yang ada di 

dalam kaum atau sukunya, dengan tujuan agar KAN dapat dipercaya oleh 

masyarakat. 

Dalam menjalankan peran dan fungsinya KAN diawasi lansung oleh 

LKAAM yang berada pada tingkat kabupaten dan provinsi. Peran dan fungsi 

KAN di dalam nagari secara umum sama dengan pengadilan di dalam negara, 

yaitu sebagai peradilan yang menyelesaiakan masalah sengketa sako dan pusako 

serta masalah pelanggaran adat dan syarak. Berperan sebagai lembaga peradilan, 

KAN akan mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap 

masyarakat yang bersengketa dan juga memberikan kekuatan hukum terhadap 

suatu hal dan pembuktian menurut adat
3
. KAN tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga peradilan, KAN juga berperan dalam menjaga dan melestarikan adat dan 

kebudayaan yang ada di dalam nagari dan juga KAN berhak membuat peraturan-

peraturan atau undang-undang nagari yang nantinya akan berguna bagi 

kepentingan anak kemenakan yang ada di dalam nagari.
4
 Peraturan atau undang-

undang yang dibuat dan disepakati ini nantinya akan dijadikan adat nan taradat, 

yaitu adat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. 

Fungsi dan peran KAN dijelaskan dalam perda No 13 tahun 1983 yaitu 

mengenai nagari sebagai kesatuan adat menetapkan bahwa nagari (kabupaten/ 

                                                             
3
 Panuh, Helmy. 2012. Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan 

Di Sumatera Barat. Jakarta. Rajawali Pers. 
4
 Pador, Zenmen dkk. 2002. Kembali Kenagari Batuka Baruak Jo Cigak?. Jakarta. PT Sinar 

Grafika 
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kota) diurus oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Nagari 

(KAN). KAN sebagai lembaga peradilan di dalam nagari juga berhak meberikan 

dan mengeluarkan keputusan, keputusan yang diberikan atau dikeluarkan ini 

bersifat mengatur, menegaskan, merekomendasikan, bahkan keputusan yang 

diberikan oleh KAN juga bisa bersifat memaksa. Kekuatan hukum yang diberikan 

oleh KAN ini didasarkan pada perda yang membentuk KAN yaitu perda No 13 

tahun 1983 yang memasukkan KAN ke dalam pengadilan tata usaha negara
5
. 

Kekuatan dari keputusan KAN ini juga dipertegas oleh UU No 5 tahun 1986 yang 

menyebutkan bahwa KAN merupakan badan dan pengurus KAN adalah pejabat 

tata usah negara. Keputusan KAN adalah keputusan tata usaha negara, sehingga 

jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan itu, maka yang berhak 

mengadilinya adalah pengadilan tata usaha negara (KAN).  Berdasarkan perda dan 

UU mengenai peran, fungsi dan keputusan KAN di atas, menjadikan KAN 

sebagai lembaga yang berwenang dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai 

lembaga peradilan apabila terjadi persengketaan mengenai sako maupun pusako 

atau sebagai katup penyelamat di dalam konflik sako dan pusako yang terjadi. 

Sampainya suatu persengketaan yang terjadi ke KAN baik mengenai sako 

maupun pusako, haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat jorong. Salah 

satu contoh kasus mengenai persengketaan yaitu perebutan hak waris gelar pusako 

atau sako yang terjadi pada tahun 2016 di Nagari Padang Tarok. Persengketaan 

atau konflik yang terjadi yaitu di dalam suku Jambak yang dikepalai oleh 

Dt.Lano. Suku Jambak Dt.Lano ini terdiri dari dua paruik, dimana pertama paruik 

                                                             
5
 Zainudin, Musyair. 2008. Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat 

Minangkabau.  Yogyakarta. Ombak. 
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urang asa yaitu pihak Zul dan yang kedua paruik urang datang yaitu pihak 

Helmiza yang menompang ke dalam kaum Dt.Lano atau yang dikenal dengan 

istilah malakok. Setelah sekian lama urang datang ini malakok, hingga akhirnya 

gelar Dt.Lano pun harus tarandam
6
, karena tidak ada calon pewaris gelar pusako 

setelah penghulu yang lama meninggal. Selang beberapa tahun kemudian tepatnya 

pada tahun 2002 pihak dari keluarga Helmiza memiliki calon yang akan dijadikan 

penghulu dan berniat untuk membangkik batang tarandam.
7
 Niat dari pihak 

Helmiza untuk melakukan pengangkatan penghulu pun bisa dilakukan setelah 

melalui musyawarah kaum, dengan syarat gelar yang diangkat bukan lah gelar 

Dt.Lano, melainkan gelarnya Dt. Malano Nan Batuah. Syarat ini diberikan karena 

dalam adat Minang kaum atau orang yang malakok tidak memiliki hak dalam 

pewarisan gelar pusaka kaum yang menjadi tempat ia malakok meskipun telah 

lama bersama-sama kaum tersebut.
8
 

Pada tahun 2016 pihak urang asa atau pihak Zul berniat mengangkat 

kembali gelar yang sudah lama tarandam yaitu gelar Dt.Lano. Berawal dari niat 

pihak Zul ini lah konflik sako terjadi di dalam suku Jambak tersebut. Konflik ini 

dipicu oleh rasa keberatan dari pihak Helmiza, mereka mersa keberatan jika pihak 

Zul melakukan pengngkatan gelar Dt.Lano. Pihak Helimza ini menganggap bila 

pihak Zul melakukan pengangkatan penghulu, maka gelar penghulu yang mereka 

                                                             
6
 Tarandam, istilah untuk gelar penghulu yang belum bisa dipakai atau diangkat, tarandam 

biasanyan disebabkan karena tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar 

tersebut atau pihak keluarga belum mempunyai biaya untuk mengadakan upacara pengangkatan 

penghulu, sedangkan penghulu yang lama sudah meninggal atau tidka bisa lagi menjalankan 

tugasnya, maka gelar tersebut akan tarandam hingga ada calon yang akan menyandang gelar 

tersebut. 
7
 Wawancara dengan Helmiza 

8
 Hakimy, Idrus Dt. Rajo Pangulu. 2008. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua 

Pasambahan Adat Di Minangkabau. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 
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angkat sebelumnya tidak diakui, mereka beranggapan bahwa gelar Dt.Lano sama 

dengan gelar Dt.Malano Nan Batuah. 

Untuk menyelesaian konflik yang terjadi pihak-pihak yang terlibat harus 

menyelesaikannya secara bertingkat dan bertahap, seperti yang diuangkapkan oleh 

pepatah minang “ bajanjang naiak, batanggo turun”, maksudnya konflik yang 

terjadi terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat paling rendah. Tingkat terendah 

dalam penyelesaian konflik pusako maupun sako adalah secara kekeluargaan, 

pada saat musyawarah secara kekeluargaan ini pemimpim masing-masing pihak 

akan mengusahakan agar konflik yang terjadi tidak berlanjut ketahap berikutnya. 

Apabila pada musyawarah secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluarnya, 

barulah kasus yang terjadi diselesaikan pada tingkat niniak mamak yang ada di 

jorong. Penyelesaian pada tingkat jorong ini juga memiliki tahap-tahap yang harus 

dilalui, hingga sampai akhirnya kasus tersebut sampai ke KAN jika niniak mamak 

yang ada pada tingkat jorong tidak bisa menemukan kata damai. 

Apabila sebuah kasus baik sako ataupun pusako telah sampai ke KAN, 

maka KAN memiliki hak penuh untuk menyelesaikan serta memberikan 

keputusan bahkan juga berhak penuh untuk memberikan sanksi kepada pihak-

pihak yang terlibat konflik. Dalam menyelesaikan kasus yang ada, KAN akan 

menyelesaikannya menurut ketentuan sapanjang adat. KAN berperan sebagai 

mediator tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, KAN 

hanya memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk mengajukan pendapat demi 

menyelesaiakn konflik yang terjadi. Sifat KAN sebagai mediator dan fasilitator ini 

sesuai dengan posisi KAN di dalam sengketa sako dan pusako yaitu sebagai 
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“katup penyelamat” (savety valve) yang berguna sebagai peredam konflik agar 

tidak menjadi bertambah luas. 

Studi yang berkaitan dengan masalah ini juga ditulis oleh Hardinal 

Karnezi dengan judul “Konflik Internal Pada Suku Caniago di Kenagarian 

Kampuang Batu Dalam”. Di dalam penelitiannya disebutkan konflik yang terjadi 

disebabkan oleh perebutan gelar Datuak Sati Malintang Bumi. Seharusnya dalam 

adat Minangkabau yang berdasarka hukum tidak tertulis  kaum Sapanjang lah 

yang berhak menerima gelar tersebut. Namun semua itu tidak dapat berjalan 

sesuai dengan yang seharusnya, dikarenakan kesalahan di masa lalu yang tidak 

ada hitam diatas putih tentang siapa yang menjadi datuak untuk generasi 

berikutnya. Untuk menyelesaikan konflik, pihak yang terlibat menyelesaikan 

dengan aturan yang berlaku menurut adat yaitu secara bajanjang naiak, batanggo 

turun. Dimulai dari secara kekeluargaan hingga sampai ketingkat nagari.
9
 

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Erman Sugianto yang berjudul 

peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di 

Kenagarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian yang Erman 

Sugianto lakukan terlihat KAN masih terdapat beberapa kelemahan, dengan kata 

lain masih ditemukan ada kecendrungan KAN dalam menjalakan peranannya 

sebagai lembaga yang bertugas menjalankan hukum adat terutama sengketa tanah 

adat tidak berjalan maksimal dan optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya 

masyarakat di nagari yang mengabaikan dan melangkahi KAN, dengan 

                                                             
9
 Karnezi, Hardinal. 2011. Konflik Internal Pada Suku Caniago Di Kenagarian Kampuang Batu 

Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Skripsi jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang. 
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melaporkan sengketa tanahnya kepada lembaga lain seperti kepolisian dan kantor 

pertanahan daerah. Semua disebabkan karena peranan KAN dalam hal tersebut 

tidak terlihat.
10

 

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Hardinal Karnezi dan 

Herman Sugianto diatas. Dalam penlitian ini peneliti akan membahas mengenai 

peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaiakan konflik sako di Nagari 

Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkaan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan 

peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang 

Tarok Kecamatan Baso. KAN sebuah lembaga kerapatan niniak mamak yang 

telah ada sejak nagari terbentuk. KAN merupakan lembaga sosial yang 

beranggotakan penghulu-penghulu dan orang tali tigo sapilin. Anggota atau 

pengurus KAN merupakan orang-orang pilihan yang dianggap memiliki kelebihan 

dari segi kecerdasan, kejujuran dan juga keadilan. Kelebihan-kelebihan ini 

bertujuan agar lembaga KAN itu dapat menjadi pedoman yang bisa dipercayai 

oleh masyarakat yang ada di dalam nagari. Faktor-faktor yang menjadi penilaian 

di dalam pemilihan anggota KAN ini juga berhubungan dengan fungsi dan peran 

dari KAN itu sendiri sebagai lembaga peradilan. Fungsi dan peran KAN sebagai 

lembaga peradilan ini akan menjadi atau saran di dalam penyelesaian konflik yang 
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terjadi di dalam nagari, baik itu sako maupun pusako termasuk juga pelanggaran 

norma-norma lainnya. 

Dalam mengatasi konflik sako maupun pusako harus diselesaikan secara 

bajanjang naiak batanggo turun. Setiap perkara yang terjadi diselesaikan secara 

kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diselesaikan ke tahap yang lebih tinggi. 

KAN merupaka tingkatan tertinggi di dalam sebuah nagari dalam hal penyelesaian 

kasus yeng bersangkutan sako dan pusako. Berangkat dari permasalahan di atas, 

maka pertanyaan yang muncul terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana peran 

Kerapatan Adat Nagari di dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang 

Tarok Kecamatan Baso 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari di 

dalam penyelesaian konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso 

Kabupaten Agam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya sumber 

ilmiah yang berkaitan dengan peran Kerapatan Adat Nagari. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan 

rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan 

penelitian ini. 
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E.  Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sosial oleh 

Lewis A Coser. Alasan peneliti menggunakan teori ini karena dengan teori konflik 

Coser kita dapat melihat penyebab-penyebab terjadinya sebuah konflik dan juga 

kita bisa mengetahui apa yang dapat menghambat sebuah konflik agar tidak 

menyebar luas atau tidak lansung menyentuh obyek konflik. Konflik menurut 

Lewis A Coser yaitu perselisihan nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan 

status kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang ketersediaannya terbatas.
11

 

Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang 

diinginkan, melainkan juga menjatuhkan, menyingkirkan dan menghancurkan 

lawannya.
12

 

 Berdasarkan situasi Coser membedakan konflik ke dalam dua bentuk, 

yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang 

berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi di dalam hubungan 

dan juga dari perkiraan kemungkinaan keuntungan yang ditujukan kepada objek 

yang dianggap mengecewakan. Konflik realistik dapat diikuti oleh sentimen-

sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan 

ketegangantidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain. Konflik non-

realistik yaitu konflik yang bukan berasal dari saingan antagonis, tapi berasal dari 

kebutuhan untuk meredakan ketegangan meskipun hanya dari salah satu pihak. 
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Konflik non-realistik merupakan hasil dari berbagai kekecewaan dan kerugian 

atau sebagai pengganti antagonisme realistik yang tidak terungkapkan. 

 Konflik menurut Coser juga bersifat fungsional atau memiliki fungsi 

positiv, karena sebuah konflik yang terjadi dapat menjadi sebuah proses yang 

instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemulihan struktur sosial. 

Konflik yang terjadi dengan out-group akan meningkatkan kesatuan in-group, 

individu-individu yang ada di dalam in-group ini akan melupakan permasalahan 

yang ada di dalam in-group. Meskipun Coser mengatakan konflik memiliki nilai 

fungsionalis, namun ia juga tidak menyangkal bahwa konflik juga bersifat 

disfungsionalis. Agar dapat mengurangi nilai difungsionalis dari sebuah konflik, 

Coser mengatakan perlunya dikembangkan cara-cara agar nilai negatif dari 

konflik itu dapat diredam. Katup penyelamat bagi Coser merupakan mekanisme 

yang dapat dijadikan untuk meredakan ketegangan dan meredam sebuah konflik 

yang terjadi. Katup penyelamat membiarkan luapan permusushan atau konflik 

tersalur tampa merusak struktur, ini bertujuan agar dapat membantu 

membersihkan suasana dalam kelompok yang berkonflik
13

. Katup penyelamat 

atau savety valve  juga dapat diartikan sebagai mediator, dengan adanya katup 

penyelamat sebagai mediator pihak yang berkoflik dapat menjelaskan apa saja 

yang menyebabkan konflik terjadi. Katup penyelamat di sini dapat juga berupa 

institusi sosial, lembaga-lembaga peradilan dan juga berupa sebuah tindakan atau 

kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan.
14

 Coser melihat katup penyelamat 
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ini sangat penting sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, dengan 

tujuan agar konflik tidak lansung menyentuh objeknya agar hubungan pihak-pihak 

yang berkonflik tidak semakin tajam 

Jika dianalisis dengan teori Coser di atas, terlihat bahwa konflik 

disebabkan oleh adanya tuntutan terhadap hal yang bersifat terbatas. Tuntutan 

tersebut berupa perebutan terhadap hak waris gelar pusaka kaum, dimana tidak 

semua pihak dapat mewarisi gelar pusaka dari suatu kaum, hanya orang-orang 

yang berhak secara adat lah yang dapat mewarisinya. Dilihat dari situasinya, 

konflik yang terjadi termasuk kedalam konflik realistik, ini karena terlihat konflik 

yang terjadi dipicu oleh rasa kekecewaan terhadap sebuah tuntutan. Kekecewaan 

disini berasal dari pihak Helmiza terhadap pihak Zul, pihak Helmiza meminta 

agar pihak Zul membatalkan niatnya untuk melakukan pangangkatan penghulu, 

karena pada sebelumya pihaknya telah terlebuh dahulu melakukan pengankatan 

penghulu. Apabila pihak Zul juga melakukan pengangkatan penghulu maka 

pengangkatan yang dilakukan pihak Helmiza sebelumnya tidak diakui. 

Coser mengatakan agar nilai disfungsional sebuah konflik tidak 

berkembang, perlu adanya sebuah katup penyelamat. Katup penyelamat berguna 

sebagai mediator agar pihak-pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan konflik 

yang terjadi. Dalam menyelesaikan konflik sako yang terjadi, KAN merupakan 

tempat penyelesaian terakhir. KAN dapat menjadi katup penyelamat di dalam 

konflik sako, berperan sebagai penyelamat KAN akan memfasilitasi pihak yang 

berkonflik untuk melakukan mediasi. KAN akan memberikan kesempatan kepada 

                                                                                                                                                                       
 



12 
 

 
 

pihak yang berkonflik untuk menyampaikan atau meluapkan segala hal yang 

berhubungan dengan konflik yang terajadi, ini bertujuan agar dapat mengetahui 

penyebab terjadinya konflik dan juga menghindakan pihak yang berkonflik 

bertemu lansung agar konflik yang terjadi tidak semakin tajam. 

KAN sebagai katup penyelamat juga merupakan lembaga pengadilan 

tertinggi di dalam nagari, dalam melakukan penyelesaian konflik KAN 

mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan keputusan. Penyelesaian yang 

dilakukan dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan ketentuan atau menurut 

adat yang berlaku di nagari, hal ini bertujuan agar tidak merusak sistem yang telah 

ada di dalam nagari. 

Selain teori konflik dari Coser, peneliti juga memakai tiga strategi 

penyelesaian konflik oleh Alo Liliweli, yaitu: akomodasi, kompromi dan 

kolaborasi. Akomodasi ( I lose, you win): maksudnya “apapun yang anda katakan 

bagi saya tidak akan jadi masalah”. Strategi dalam tahap ini adalah setuju, 

menentramkan, mengurangi, mengabaikan perbedaan pendapat dan menyerah. 

Ciri-ciri dari strategi ini adalah tertarik dengan informasi dan persetujuan pihak 

lain, karena lebih suka pihak lain yang mengontrol. Kompromi ( both win some, 

lose some), “saya akan memberi sedikit, jika orang lain melakukan hal yang 

sama”. Strategi ini adalah mengurangi harapan, tawar-menawar, memberi dan 

menerima, memecahkan perbedaan. Ciri-ciri dari strategi adalah curiga namun 

terbuka. Sama halnya dengan akomodasi, pada strategi ini lebih suka 

berkompromi atau mengakomodasi. Kolaborasi/ pemecahan masalah ( I win, you 

win), mari kita memecahkan maslah ini kembali bersama-sama”. Strategi pada 
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tahap ini adalah pengumpulan informasi, dialog, mencari alternatif. Ciri-ciri 

strategi ini adalah peduli, tetap berkomitmen untuk memecahkan masalah. 
15

 

Penyelesaian konflik sako dapat dijelaskan dengan tiga strategi 

penyelesian konflik yang dikemukakna oleh Lili Weri. Pertama, pada saat konflik 

yang terjadi tidak dapat diredakan, maka jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan 

melibatkan pihak-pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga di dalam konflik 

ini adalah niniak mamak mulai dari sapayuang, saumpuak, sanagari dan juga 

pihak- pihak dari KAN. Kedua, yaitu strategi kompromi, ini terlihat dari adanya 

musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat kekeluargaan sampai ke tingkat 

yang tertinggi dalam proses penyelesaian. Ketiga, kolaborasi, pada strategi ini 

penyelesaian dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh kedua belah pihak dan 

para niniak mamak. Pada akhirnya strategi ini akan menghasilkan sebuah 

keputusan dan kesepakatan. Dalam konflik sako ini keputusan yang didapatkan 

dari hasil kolaborasi adalah ditangguhkannya pengangkatan gelar Datuak Lano 

dan juga dinonaktifkannya gelar Datuak Malano yang sudah diangkat 

sebelumnya. Keputusan ini disepakati berlaku hingga konflik dapat diselesaikan 

dan menemukan kebenaran. 

F. Batasan Konsep 

1. Konflik Sako 

Harta bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya yang berupa materil 

saja, dalam masyarakat Minangkabau harta juga ada yang berupa moril seperti 
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gelar pusaka atau biasa disebut sako.
16

 Sako merupakan harta warisan yang 

diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu kepada anak laki-laki 

atau kemenakan bagi mamak. Sako mempunyai beberapa sifat, pertama: dipakai, 

sako dipakai apabila sebuah kaum telah mendapat kata sepakat tentang siapa calon 

pewaris atau penyandang sako selanjutnya. Apabila telah ada kata sepakat, maka 

pengangkatan penghulu dapat dilakukan dan sako dapat dipakai. Kedua: dilipek, 

ini terjadi jika suatu kaum tidak mendapatkan kata sepakat dalam pemilihan calon 

pewaris atau terjadi konflik disaat pemilihan pewaris. Sementara mencari kata 

sepakat atau menyelesaikan konflik, maka sako kaum tersebut dilipek untuk 

sementara waktu. Ketiga: tataruah, yakni gelar pusaka belum bisa dipakai, 

dikerenakan di dalam kaum tersebut tidak ada laki-laki dewasa atau yang 

memenuhi syarat sebagai pewaris. Keempat: tabanam, sako dikatakan tabanam 

jika suatu kaum dikatakan punah atau tidak ada lagi keturunan menurut garis ibu. 

Sako dari kaum ini tidak dapat digunakan lagi, namun harta pusaka dapat diwarisi 

oleh orang yang batali adat terdekat.
17

 

Dalam pengangkatan penghulu atau pemilihan ahli waris selanjutnya 

sering juga terjadi konflik di dalam kaum yang bersangkutan. Konflik itu sendiri 

dapat diartikan sebagai gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan 

masyarakat. Konflik bersifat inheren, maksudnya konflik akan selalu senantiasa 

ada didalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik dapat 

terjadi karena dua hal, pertama yaitu apabila terdapat dua pihak yang secara 

                                                             
16

 Dt. Sanggoeno Dirajo, Ibrahim. 2009. Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek 

Moyang Orang Minang. Bukittinggi. Kristal Multimedia 
17

 Hakimi, Idrus. 1978. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat 

Minangkabau. Bandung. Pt Remaja Rosdakarya 



15 
 

 
 

potensial atau memiliki kemampuan dapat saling menghambat. Kedua, konflik 

dapet terjadi apabila sasran atau tujuan yang sama-sama diinginkan, namun hanya 

satu pihak yang akan berkemungkinan mendapatkannya.
18

  

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik, 

langkah ini dimulai dari tingkat informal hingga yang terakhir tingkat formal. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: negosiasi, mediasi, 

arbitrasi, dan legitasi. Agar langkah-langkah ini dapat berjalan baik maka akan 

lebih baik jika kedua belah pihak menyadari adanya situasi konflik di antara 

mereka.
19

 Pada dasarnya penyelesaian konflik itu sendiri akan membawa pihak-

pihak yang berkonflik kedalam zona “zero sum”, yaitu keuntungan diri sendiri 

merupakan kerugian pihak lain.
20

 Hasil yang kemungkinan akan diperoleh oleh 

pihak yang berkonflik yaitu: kalah-menang (satu pihak kalah, satu pihak menang), 

menang-menang dan jika konflik itu berakhir dengan kekerasan maka hasil yang 

akan diperoleh berpeluang besar kalah-kalah. Hasil yang didapat diatas tergantung 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik memilih jalan dalam 

penyelesaiannya. 

Dapat disimpulkan bahwa konflik sako merupkan konflik yang dipicu 

oleh perebutan hak waris akan sako tersebut. Sesuai dengan penyebabnya konflik 

terjadi jika ada dua pihak, dua pihak dalam konlflik sako ini adalah pihak-pihak 

yang sama-sama merasa memiliki hak terhadap pewarisan sako. Konflik sako ini 

biasanya terjadi pada saat pemilihan calon pewaris yang baru. Masing masing 

kelompok akan menginginkan orang yang menyandang gelar sako berikutnya 
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adalah orang yang terdekat dengan mereka. Di Minangkabau keluarga atau 

saparuik
21

 yang menyandang gelar sako maka akan mendapatkan presitise 

tersendiri di dalam masyarakat, oleh sebab itu adanya rasa ingin dari pihak-pihak 

saparuik untuk menjadi ahli waris. 

2. Penyelesaian Konflik 

Penyelesaian konflik merupakan proses sosial dalam mengatasi konflik. 

Didalam resolusi konflik ada hal yang harus dihindari yaitu dominasi, dominasi 

suatu kelompok terhadap kelompok lain. Penyelesaian konflik bertujuan untuk 

mencapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang terlibat. 

Pada saat pihak yang berkonflik sama-sama bersikap ingin menentukan hasil 

konflik, mereka akan sama-sama berbagi pemahaman antara satu dengan yang 

lain serta malakukan kesepakatan untuk sama-sama menyetujui beberapa aturan 

dan norma yang dapat mengantarkan mereka agar dapat menilai masing-masing 

kekuatan dan tindakan masing-masing. Dalam melakukan usaha terminasi konflik 

kedua belah pihak harus sama-sama berkontribusi untuk menghentikan konflik 

dengan cara mengikuti aturan-aturan yang akan mengantarkan mereka kepada 

tujuan yaitu terminasi konflik tersebut. Terminasi konflik merupakan suatu proses 

sosial yang harus membutuhkan usaha untuk mendapatkannya, namun juga 

bergantung kepada beberapa hal. Secara umum konflik akan dihubungkan dengan 

tujuan dari pihak yang berkonflik dan arti konflik itu bagi mereka serta jangka 

waktu dan intensitasnya, tergantung kepada fasilitas yang tersedia untuk mencapai 

keputusan. 
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Penyelesaian konflik dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan 

atau upaya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk meredakan 

konflik tersebut. Usaha-usaha tersebut dapat dibantu oleh pihak ketiga dalam 

penyelesaiannya. 

3. Lembaga Kerapatan Adat Nagari 

Kerapatan Adat Nagari menurut Perda Sumatera Barat No. 02 tahun 2007 

pasal 13 yaitu: KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak yang telah ada dan 

diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestaria 

adat serta penyelesaian konflik sako dan pusako. Berdasarkan pengertian di atas 

bahwa KAN adalah Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang bertugas 

menjalankan hukum adat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
22

 

KAN berada di bawah wali nagari dan di awasi oleh LKAAM yang ada di tingkat 

kabupaten dan provinsi di dalam menjalankan tugasnya. 

KAN juga tempat berkumpulnya niniak mamak dari sebuah nagari atau 

orang yang tiga jenis. Anggota dari KAN ini adalah semua niniak mamak, 

meskipun tidak semua niniak mamak menjadi pengurus inti. Selain orang yang 

tiga jenis KAN juga beranggotakan bundo kanduang, yaitu kaum ibu-ibu yang 

dituakan di dalam nagari. Pemilihan anggota KAN ini dilakukan oleh seluruh 

pemuka-pemuka adat yang ada di dalam nagari dengan syarat dan kriteria yang 

telah ditentukan. 

 

                                                             
22

 Sugianto, Herman. 2011. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah 

adat di Kenagaran Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 



18 
 

 
 

G. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Tarok  Kecamatan Baso 

Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dari hasil 

pengamatan peneliti menemukan sebuah konflik yang disebabkan oleh perebutan 

sako atau gelar pusaka. Konflik terjadi di dalam suku Jambak, yaitu 

memperebutkan hak waris dari gelar Dt.Lano. Konflik berawal ketika tuntutan 

pihak Helmiza yang merasa keberatan atas niat dari pihak Zul yang merupakan 

keturunan asli dari Dt.Lano ingin melakukan pengangkatan kembali gelar Dt.Lano 

yang telah lama tarandam. Pihak Helmiza merasa keberatan karena gelar yang 

akan diangkat oleh pihak Zul ini sama dengan gelar yang telah mereka angkat 

terlebih dahulu yakninya gelar Dt. Malano Nan Batuah. Pihak Helmiza merasa 

gelar yang telah mereka angkat sebelumnya tidak diakui. Konflik yang terjadi pun 

diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak menemukan kata damai dan 

berlanjut ke KAN. KAN di dalam nagari berperan sebagai lembaga peradilan 

tertinggi, semua sengketa yang terjadi menyangkut adat pada tingkat akhir akan 

diselesaikan di lembaga KAN. 

Berangkat dari situlah peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan 

mempelajarai mengenai peran Kerapatan Adat Nagarai dalam penyelesaian 

konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. 

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Melalui 

penelitian kualitatif ini dapat diperoleh informasi secara lisan berupa ucapan 
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lansung dari masyarakat, sehingga dapat mengungkap permasalahan yang lebih 

tajam dan mendalam, serta akan memperoleh data yang lebih akurat dan dapat 

memperoleh data sebanyak mungkin dari informan melalui pertanyaan yang 

diajukan. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat 

gambaran, deskripsi dan lukisan yang sistematis, dan akrab mengenai fakta-fakta, 

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
23

 Pendektan ini digunakan 

karena pendekatan kualitatif dapat membantu meningkatkan pemahaman bagi 

peneliti dalam memahami peran Kerapatan Adat Nagarai dalam penyelesaian 

konflik sako di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. 

 Tipe penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian 

yang mendetail mengenai sebuah kasus tertentu. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterprestasikan sebuah kasus dalam 

sebuah konteks natural. 

3. Teknik Pemilihan Informan 

 Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pemilihan informan secara 

sengaja dipilih berdasarkan tujuan penelitian.
24

 Informan yang dipilh dalam 

penelitian ini yaitu: (1) Anggota Keratapan Adat Nagari, (2) Niniak Mamak, (3) 

Masyarakat yang pernah berkonflik mengenai sako dan pusako. 
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 Setelah penelitian ini dilakukan maka informan penelitian berjumlah tiga 

puluh enam (36) orang, yang terdiri dari delapan (8) orang anggota KAN, enam 

belas (16) niniak mamak dan dua belas (12) orang masyarakat yang pernah 

berkonflik. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan 

November 2016. Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik, maka 

teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi 

tentang dunia sekitar melalui pengamatan dan pencatatan secara lansung terhadap 

gejala-gejala yang diteliti atau cara untuk mengupulkan data di lapangan yang 

dilakukan dengan melihat atau mengamati secara lansung untuk memperoleh data 

yang akurat.
25

 Observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipasi terbatas, dimana kehadiran peneliti dilokasi diketahui oleh informan, 

pengamatan yang dilakuikan diketahui oleh subjek penelitian.
26

 

Dalam melakukan observasi peneliti juga melakukan pencatatan terhadap 

hal-hal yang di rasa perlu dengan menggunakan alat observasi yaitu berupa 

catatan lapangan yang dibawa setiap kali turun kelapangan. 

Observasi peneliti lakukan pada bulan Januari 2016 yaitu pada saat peneliti 

masih dalam proses penyelesaian proposal penelitian di jurusan Sosiologi. Ketika 
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itu ada salah satu suku yang terlibat konflik dalam pengangkatan penghulu. 

Konflik ini terjadi diantara orang yang sekaum, salah satu pihak dari kaum ini 

merupakan orang yang malakok pada kaum asal yaitu suku Jambak. Konflik yang 

terjadi ini bermula ketika pihak kaum asal ingin melakukan pengangkatan 

penghulu, namum pihak yang malakok ini merasa keberatan. Pihak malakok ini 

merasa mereka diabaikan, karena pada sebelumnya mereka sudah melakukan 

pengangkatan penghulu juga, namun dengan gelar penghulu yang berbeda. Pada 

saat itu peneliti mengamati lansung dan mencari tau penyebab konflik. Setelah itu 

peneliti juga mengamati proses dalam penyelesaian konflik yang ditempuh oleh 

kedua belah pihak mulai dari penyelesaian pada tingkat kekeluargaan, tingkat 

jorong dan berlanjut ke tingkat nagari yaitu KAN. Pada saat penyelesaian 

ditingkat keluarga, peneliti melihat kedua pihak tidak menemukan jalan damai, ini 

dikarenakan kedua belah pihak masih memegang kuat pendirian masing-masing. 

Maka penyelesaian pun diselesaikan pada tingkat jorong, yaitu pada tingkat ini 

merupakan rapat atau musyawarah niniak mamak 7 suku di jorong. Peneliti 

melihat pada tingkat jorong ini konflik bukannya membaik, malahan semakin 

tidak jelas. Munurut kabar yang beredar peneliti mendapat adanya pihak yang 

mengintimidasi salah satu pihak untuk tetap mengadakan pengangkatan penghulu 

dengan mengabaikan pihak yang berkeberatan. Pada akhirnya pihak yang 

berkeberatan tersebut membawa masalah ini ke tingkat nagari atau KAN. KAN di 

dalam nagari dapat dijadikan sebagai katup penyelamat di dalam sebuah konflik, 

kerena KAN sebagai lembaga peradilan tinggi di nagari dapat menjdi perantara 

pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi 



22 
 

 
 

sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di nagari. KAN juga mempunyai 

kekuatan hukum dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan 

di dalam penyelesaikan konflik. 

Di kantor KAN peneliti kembali mengamati jalannya proses penyelesaian 

konflik tersebut. Proses penyelesaian konflik memakan waktu yang relatif lama, 

ini dikarenakan KAN membutuhkan banyak informasi untuk dapat mengetahui 

kejadian dan kenyataan yang sebenarnya. Di sini peneliti melihat tahap-tahap 

yang dilakukan KAN, mulai dari musyawarah sesama anggota KAN, musyawarah 

dengan kedua belah pihak, sampai musyawarah besar bersama niniak mamak 

senagari Padang Tarok, namun tidak semua tahapan tersebut dapat peneliti lihat 

dikarenakan kebijakan dari KAN itu. Selain itu peneliti juga mengamati 

bagaimana lokasi dari kantor KAN tersebut, peneliti melihat bahwa kantor KAN 

masih digabung dengan kantor Wali Nagari. Rungan yang dimiliki oleh kantor 

KAN hanya satu saja, ruangan tersebut digunakan sebagai semua tempat, mulai 

dari kantor pengurus sampai tempat mengadakan musyawarah bersama. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.
27

 Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara dengan informan yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam, yaitu dengan mengajukan pertanyaan penelitian kepada informan. 
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Peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan 

sehingga dapat mengungkap fakta. 

Wawancara peneliti lakukan sejak bulan Agustus sampai November 

2016. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan, di 

mana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengemukakan ide dan 

permasalahan dari pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini peneliti melalukan 

wawancara dengan pihak yang pernah terlibat konflik secara lansung atau tatap 

muka dengan informan di rumah informan dan juga melalui telefon. Agar lebih 

nyaman, peneliti mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada informan kapan 

waktu yang tepat untuk wawancara agar tidak mengganggu kegiatan informan. 

Setelah melakukan wawancara peneliti lansung menuliskan kembali hasil 

wawancara tersebut agar tidak hilang dan agar mudah dianalisa. 

Dalam proses wawancara peneliti mengalami beberapa kendala sama 

seperti peneliti lainnya. Kendala yang peneliti temukan yaitu informan yang agak 

kaku pada saat peneliti mengajukan pertanyaan, serta informan yang hanya 

menjawab dengan jawaban “ya dan tidak” saja. Pada saat peneliti ingin 

mewawancarai salah satu anggota KAN, informan tersebut sempat salah paham 

dengan tujuan peneliti melakukan wawancara. Ia mengira bahwa peneliti ingin 

menilai kinerja KAN dan ia pun tidak mau diwawancarai dengan alasan takut 

salah jawab. Namun setelah peneliti berusaha menjelaskan maksud dari 

wawancara tersebut, maka informan itu akhirnya mau diwawancarai. 
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3. Studi Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah  penelitian, sehingga 

memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip berupa data tertulis 

yang didapatkan di kantor Wali Nagari dan Kantor KAN. 

5. Triangulasi Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan Triangulasi 

Data. Triangulasi data dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari sumber 

yang berbeda, pertanyaan yang sama peneliti ajukan pada informan yang berbeda 

untuk mendapatkan data yang valid dengan melakukan cek dan ricek terhadap 

data.
28

 Data dianggap valid apabila data yang diperoleh sudah memberikan 

jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah 

diajukan. Data yang dianggap valid kemudian dijadikan landasan untuk 

melakukan analisis sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara 

akademis dan metodologis. 

6. Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

secara terpola dalam beberapa kategori. Data yang telah didapatkan dari penelitian 

di lapangan akan dikelompokkan dengan baik sehingga akan sistematis dan 

terstruktur dengan baik. 
29
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Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan 

sehingga menjadi berkelompok-kelompok. Data tersebut disusun secara sistematis 

dan terstruktur yang disajikan secara deskriptif. Dalam melakukan analisis ini 

peneliti mengintrepretasikan data yang diperoleh dari awal penelitian sampai pada 

akhir penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisi interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, display 

data, dan penarika kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut 

dilakukan secara berurutan. Adapun analisis data kualitatif seperti yang 

dikemukaka oleh Milles dan Huberman adalah sebagai berikut :
30

 

1. Reduksi data. Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. laporan ini 

perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian, kemudian mencari temanya. Data yang didapat dari 

lapangan kemudian ditulis dengan rapi, rinci, serta sistematis setiap selesai 

mengumpulkan data.  

2. Display data. Display data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan 

atau tabel. Dengan melakukan display data dapat memberikan gambaran 

menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan 

melakukan analisis mengenai tema penelitian. Pada tahap display data ini, 

penulis berusaha menyimpulkan melalui data yang telah disimpulkan pada 
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tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data 

dikelompokan ke dalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam 

melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah 

disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian 

atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan terhadap masalah penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan cara 

membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang 

sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian yang 

telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir mengenai 

peran Lembaga Kerapatan Adat dalam penyelesaian konflik sako di nagari 

Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. 

                

Gambar 1. Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberman. 

 

 

 


